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KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG

PEHBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAII
MENTERT AGAMA REPUBLIK IMDONESIA

: babwa dalam rangka menunjang pembangunan  nasional i
bidang pendidikan, cipandang perlu melaksanakan pembuliaan
dan penegerian Madrasah untul dapat dijadikan sebagai
model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-

nya,
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 2 Tahun 1389
tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Reﬁublik Indonesia Homor 28 Tahun
1890 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemérintah Republik Indonesia Homor 29 Tahon
1880 tentang Pendidikan Mernengah: :

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia MHeomor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia tlomor 15 Tabim

1884 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presicden
Republik Indonesia Homor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama, HMenteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan dan Menteri Dalam MNegeri Momor 6 Tahun 1975,
Homor 03/U/1975 dan Momor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Diépartemen Agama
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Homor 75 Tahun 1984;_

8. Keputusan Menteri Agama Momor 45 Tahun 1981 tentano

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama HKabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan latihan Pegawai
Teknis Keagamaan Departemen Agama;



~)

Hemperhat ikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

Keliga

Keempat

Kelima

Heenam

9. Keputusan Menter i Agama  Momor 15 Takuny 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Marlr asalh [btidaiysh
Negerid;

10, Keputusan Menteri Agama Momor 16 Tahun

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasa
Negeri ;

1378 tentang
h Tsanawiyah

11. Keputusan Menteri Agama Homor 17 Tahun 18978 tentang

Susunan  Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah
Negeri,

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Megara

dehgan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

MEMUTUSKAN

¢ KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBL K THDONESTA TENTANG PEMBU-

KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAN.

iembuka dan  menegerikan madrasah sebagaimana tercantum
dalam Tampiran I dan 11 Keputusan ini.

. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1© sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Momor 15 Tahun 1978.

: kedudukan, tugas, fungsi, susupan organisasi, dan tata

kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 'sampai dergan Pasal g Keputusan Henteri Agama
lomor 16 Tahun 1978.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan lata

kerja Madrasah Aliyah Megeri diatur sesuai ketentuan Pasal

1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomar 17
Tahun 1978, :

: Ketentuan lebih lanjut vang diperlukan bagir pelaksanaan

Keputusan® ini  diatur oleh Direktur Jdenderal  Pembinazn
Kelembagaan Agama Islam.

: Sejak berlakunya FKeputusan ini jumlah Madrasah . Ibtidaiyah

Hegeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima). menjadi
1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madra-
sah Tsanawiyah Neaeri bertambah dari 853 (delapan ratus
lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribi seratus empat piluh
satu) madrasah, cdan Madrasah Aliyah Megeri hertambah dar
<67 (empat ratus lima puluh ivjuh) menjadis 554 (lima ratus
lima puluh empat) madrasah.



Ketujuh ! Kepdtusan ing mulai berlaky pada Ltangga) ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakarts
Pada tangga? ¢ 17 Maret 1997

ERI AGAMA REPUBLIK TNDONESTA

Tembusan

1. Menko Kesra:

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;

4. Menteri Dalam Neger i Bl; ;

5. Menteri Keuangan BE; i

6. Komisi 1x DPR RT:

7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;

8, Sekjen/Dirjen Binbaja IsTam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan

O w

1=
12,
135

14.
45,

- Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga

IsTam/Inspektur/Kmszlitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga
Islam/Kapusdik]at Pogawai

Para Kepala Kantor Wilayah Departemsn Agamg Propinsi/

Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
Yang bersangkutan untuk diketahui,
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Madrasah Ibtidaiyah Swasta’
1~Isiamiyah Desa Mukti-

sari Kee. Kebumen
Kab. Kebumen

Madrasah_lbtidaiyah

; Kab. Kebumen
Muktlsarl

Madrasah Ibtidaiyakh Negeri

Madrasah btidaiyah Swasta| Kab. Kebumen
Grogol Penzatus

Syekh Sidakarssa kel.Grogol
Penatus Kec, Petanahan
Kab. Kebumen

Madrasah Ibtidaiyah Negerj
Grogol

Madrasah Ibtidaiyah Swasts
Muhammadivan Crogol I desa
Grogol Kee Weru Kab.
Sukoharje

Kab, Sukoharjo

Madrasah Ibtidaivah Negeri

Madrasah Ibtidaiyah Swastsa
Nglawu 1

Al-Islam Noglawu Ke].
Telukan Kec. Gregol Kab.
Sukoharijo

Kab. Sukoharjo

Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Sucer Jurutengzh

Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Miftahul Huda Kel. Sucen
Jurutengah Kec. bayan

Kab. Purworeijo

Kab. Purworejo

Mad;asah Ibtidaivah Negeri
Kalibzliy: Limpung

..Madrasah'lbtidaiyah Swasta
Al-Islamiyah Dps. Kalibalik
Kec. Limpung Kab.Batang

Kab. Bateng

Madraszah IbtidaiyaH swa
Mifthahul Khoir Dess
Slungkep Kec.Kayen

Kab. Pati
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Madrasah Ibtidaiyan Negeri

: Madrasah Ibtidaiyah Swasta| Kab, Wonogiri
Glesung Kejo

Muhammaddiyah Desa Glesung
Rejo Kec. Ba?u Retno
Kab. Wonogiri

Ma@rasab Ibtidziyah Negeri
‘Padakatop ketanggungan

Madrasah Ibtidaiyah Swasta| Kab. Erebes
Mafatihul Huda Dessa

Padakaton Kec.ketanggungan

Kab. Brebes
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